BUPATI BENGKULU TENGAH

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BENGKULU TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkulu Tengah;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-

Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

Undang—Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4870);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang




O

Menetapkan

Nomor ¢ Tahun 2

o 015 tentang Perubahan Kedua atas
ndang-

Undang  Nomor 23 Tahun 2014

Pe ' tentang
Merintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik

Ind i
onesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

N 1
€gara Republik Indonesia Nomor 567 9);
Per P i a No
aturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2016
. tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
epublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
dan
BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU
TENGAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Tengah;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Tengah;

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkulu Tengah;

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Bengkulu Tengah;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bengkulu Tengah;




Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutny2
disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;

8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bengkulu
Tengah;

9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu
Tengah;

10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bengkulu
Tengah;

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT
Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu;

12. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPT
Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu;

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah
(2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari :
1. Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan
Sekretariat Daerah Tipe B;

2. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan
Sekretariat DPRD Tipe C;

3. Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan
Inspektorat Tipe B;



4. Din
as Daerah Kabupaten B
CIrl

a. gkulu Tengah, terdiri dari :

Dinas P

Pengendaiir:‘;eiiyjjgukperempuan' Perlindungan Anah

menyelenggarakan y L<liem Keluarga ?erenoana Ti.pe A

Pembel‘dayaan Perempus Saz perr'xermtahan bidang

Urusan pemerintahan bidn an Perlmd.ungan Anak dan

Keluarga Beren | ang Pengendalian Penduduk dan

Dinas Li e

Pemerin;izing:ld:l;dup tl‘ipe A menyelenggarakan urusan

' g Lingkungan Hidup dan wurusan
pemerintahan bidang kehutanan;

% ¢. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A

' menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

IC Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;

d. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A
menyelenggarakan ~ urusan  pemerintahan bidang
Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan
dan Olahraga;

e. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban
Umum menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat (Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban

Umum);

Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A

pemerintahan bidang

f. Dinas

menyelenggarakan urusan
rusan pemerintahan bidang kearsipan;

Perpustakaan danu
Perikanan Tipe A

Dinas Ketahanan Pangan dan

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan

emerintahan bi
Perindustrian dan Koperasi Usaha

dan urusan p dang Kelautan dan Perikanan,

h. Dinas Perdagangan,

Kecil Menengah Tipe
ntahan bidang Perdagangan,
Usaha Kecil dan Menengah ;

A menyelenggarakan urusan

pemeri bidang Perindustrian

dan bidang Koperasi,
i, ~Dinas Kesehatan Tipe
merintahan bidang Kesehatan;

B menyelenggarakan urusan

pe




Dinas
Pekerj
a
menYelenggaJ in Umum dan Penataan Ruang Tipe B
ra
an urusan pemerintahan bidang Pekerjaan

Umuy
m dan Penataan Ruang;

Dinas P
emb ¢
erdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B

m
enyelenggarakan u . .
Pemberda rusan pemerintahan bidang
5 yaan Masyarakat dan Desa;

inas Perhubungan Y

—— ipe B menyelenggarakan urusan
o Intahan bidang Perhubungan;

Inas Penan

T aman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

1pe
bidia pp B menyelenggarakan urusan pemerintahan
n
bt g Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
in :
u dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber

daya mineral;
Dinas Pariwisata  dan Kebudayaan  Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pertanian Sub Sektor Tanaman
Pangan dan Holtikultura, Sub Sektor Peternakan dan

Kesehatan Hewan serta Sub Sektor Perkebunan;

Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan ~ urusan

pemerintahan bidang Sosial;

Dinas Pemadam Kebakaran Ti
g Ketentraman, Ketertiban

pe B menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidan

Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan

Kebakaran);
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe C

Dinas
emerintahan bidang Tenaga

menyelenggarakan urusan Pp

Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;

Kawasan
n urusan pemerintahan bidang

Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan

e C menyelenggaraka

Tip
an Pemukiman serta bidang

Perumahan dan Kawas

Pertanahan;



t. Di
In
as Komunikasi
menyelenggaraka dan  Informatika Tipe C
n
K?munikasi dan InquUSaTn pemerintahan  bidang
. bldang Statistij. Ormatika, bidang Persandian dan
. Dinas D ’
aerah
i 4 mery llzada Pasal 2 angka 4 huruf, a. d. f g hnrs
pa an D' ) ’ 4 ) b ) ) b b
yaity - Inas Daerah hasil Penggabungan urusan
a. Dinas p
€m
Pengendalj berdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
an  Penduduk
merupakan, dan Keluarga  Berencana

. penggabungan urusan Pemberdayaan
mpuan, Perlindungan Anak, Pengendal
dan Keluarga Berencana;

b. Dinas Pendidikan,

ian Penduduk

| Pemuda dan Olahraga merupakan
penggabungan urusan Pendidikan dan Kepemudaan,

Olahraga;

C. Dinas Perpustakaan  dan  Kearsipan  merupakan
penggabungan urusan Perpustakaan dan Kearsipan;

d. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan
penggabungan urusan Pangan dan Perikanan;

e. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah merupakan penggabungan  urusan

Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah;
f. Dinas Pariwisata dan  Kebudayaan  merupakan

penggabungan urusan Pariwisata dan Kebudayaan;
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi merupakan

g. Dinas
Kerja dan urusan

penggabungan urusan Tenaga

Transmigrasi;

s Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

h. Dina
merupakan penggabungan urusan Perumahan Rakyat,
Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
Komunikasi dan Informatika merupakan
i inas .
- pungan urusan Komunikasi dan Informatika,
penggabu -

Persandian dan Statistik;




6. Badan Daerah te
a. .

diri darj .
anag
melaksanakan fiu
Penunjang Penelit
Badan Keuanga

penunj ang Keu

Badg
N Pere
nc
N, Penelitian dan Pengem

1an dan Pengembangan;
N Daerah Tipe A melaks

Bad angan;
adan Kepe .
gawaian dan pe
Manusig Tipe ngembeangan

K .
€pPegawaian dan Pengembangan Sumbe

Pasal 3

bangan Tipe A

ngsi 3
881 penunjang Perencanaan dan fungsi

anakan fungsi

Sumber Daya

A melaksanakan fungsi penunjang

r Daya Manusia,;

Selai
ain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah;

1.

2.
a.
b.
C.
d.
c.
f.
g.
h.
i
j.

Ketentuan lebih ) 2
tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja

di bawahnya di

Kecamatan Karang Tinggi dengan Tipe A;
Kecamatan Talang Empat dengan Tipe A;
Kecamatan Pondok Kelapa dengan Tipe A;
Kecamatan Taba Penanjung dengan Tipe A;
Kecamatan Pagar Jati dengan Tipe A;
Kecamatan Pematang Tiga dengan Tipe A;
Kecamatan Merigi Kelindang dengan Tipe A;
Kecamatan Merigi Sakti dengan Tipe A;
Kecamatan Pondok Kubang dengan Tipe A;

Kecamatan Bang Haji dengan Tipe A;

Pasal 4

lanjut mengenai kedudukan,

tetapkan lebih lanjut dengan Peratur:

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

susunan organisasi,

an Bupati.



Pasal 5
Dalam menetapkan bes

Daerah, Bupati harus p,
1.

aran dan susunan organisasi Perangkat
€mperhatikan asas:

i~

efisiensi;
3. efektivitas;
Pembagian habis tugas;
rentang kendalj;

tata kerja yang jelas;dan
fleksibilitag,

No r s

BAB III
PEMBENTUKAN UPT
Pasal 6

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit
Pelaksana Teknis (lfPI‘);

(2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat

daerah induknya.

Pasal 7

(1) Unit pelaksana teknis dinas daerah Kabupaten sebagaimana

)

dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas

daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan
pendidikan daerah;
(2) Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berbentuk satuan pendidikan formal.




H

se
rta menerapkan pola pengelolaan

ke
uangan badan layanan umum Daerah

Pasal 9

Pada s
aat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk

tetap mel
- p . elaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan
upati tentang pembentukan UPT yang baru

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 10

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi,
serta tata kerja Staf Ahli sebagaimana dimaksud

tugas dan fungsi,
ngan Peraturan Bupati.

ayat (1) diatur lebih lanjut de
| BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

ah diangkat dan

pada Perangkat Daer
perundang-

Pejabat Aparatur Sipil Negara
uai dengan peraturan

diberhentikan oleh Bupati ses

undangan.




LGS |

(2)

ayat (1)

patan dan Belanja Daerah
dengan peraturan perundang-

pelaksanaan urusan pPemerintahan umum d

sampai '
undangan mengenai

iundangkan.
Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan
bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata
kerja sebelum Peraturan Daerah inj diundangkan, tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat
Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada

abatannya dan melaksanakan tugasnya sampai

a pejabat yang baru berdasarkan Peraturan

tetap menduduki j
dengan ditetapkanny
Daerah ini




fungs;

] g.Sl Perangkat daerah, sebagaimana diatur

ah jnj g
i d11aksanakan setelah ditetapkannya

fungsi, sertg, . ukan, susunan organisasi, tugas dan

BAB V111
KETENTUAN PENUTUP
' Pasal 16

, Peraturan Daerah

Nomo
r 05 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 01
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 05 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku;

(2) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun
2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten
Bengkulu Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 08 Tahun
2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana
Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten
Bengkulu Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(4) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 09 Tahun
2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
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Peraturan Daerah inj dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

Ditetapkan di Karang Tinggj
Pada tanggal 02 Desarber 5016

. PIt.BUPATI BENGKULU TENGAH
EDYARSYAH

Diundangkan di Karang Tinggi
Pada tanggal ©3 Desemiogr 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Mo,

'MUZAKIR HAMIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2016 NOMOR.. 13
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